BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana
yang digunakan untuk mengetahui pengaruh independent variable
terhadap dependent variable

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi menunjukan kekuatan
hubungan Tunjangan Kinerja (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y)
memiliki tingkat hubungan cukup kuat sebesar 0.508.

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi menunjukan terdapat
pengaruh Tunjangan Kinerja (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y)
sebesar 0,258 x 100 = 25,8% yang artinya variabel Tunjangan Kinerja
(X) memberikan kontribusi sebesar 25,8% terhadap variabel Kinerja
Pegawai (Y). Sedangkan sisanya sebesar 74,2% disebabkan oleh faktor
lain yang tidak diteliti oleh penulis. Dengan demikian rumusan masalah
dan hipotesis penelitian mengenai Tunjangan Kinerja terhadap Kinerja
Pegawai teruji. Besarnya presentase faktor lainnya menandakan bahwa
kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi variabel tunggal tunjangan
kinerja, akan tetapi sesungguhnya kinerja pegawai dipengaruhi variabel
yang sangat variatif, dimensi pengukuran Kkinerja sangat beragam
tergantung dari aspek tertentu yang diukur dan karakteristik dari organisasi

juga akan menentukan dimensi pengukuran kinerja yang digunakan.

Berdasarkan dari hasil uji t didapatkan bahwa nilai thitung 5,568 > tiapel
1,98698, kriteria jika thitung > tiber berarti Ho ditolak dan Ha diterima
artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan Tunjangan Kinerja

(X) terhadap Kinerja Pegawai (Y).
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5. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana dengan
rumus persamaan Y = a + bX, yang mana didapatkan perhitungan nilai (a)
atau konstanta sebesar 22,052, menunjukan bahwa Tunjangan Kinerja
(X) bernilai nol atau tidak meningkat/berubah, maka Kinerja Pegawai
(Y) Bakamla RI akan tetap bernilai 22,052 dengan koefisien regresi
nilai (b) sebesar 0,608 (positif) yaitu menunjukan pengaruh yang
searah artinya jika Tunjangan Kinerja (X) Bakamla RI ditingkatkan
sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan Kinerja Pegawai ()
sebesar 0.608 satuan.

6. Tunjangan kinerja berhubungan erat dengan kinerja, tunjangan kinerja
yang memadai akan mempengaruhi Kinerja yang ditampilkan oleh
pegawai. Di mana keadilan dan kelayakan serta kewajaran tunjangan
kinerja yang diterima pegawai bersifat relatif, yang berarti adil dan layak

bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain.

B. Saran
Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di Badan Keamanan

Laut RI, maka saran peneliti berikan sesuai hasil penelitian sebagai

berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa pengaruh tunjangan memiliki
tingkat hubungan cukup kuat dan hanya memberikan kontribusi sebesar
25,8%, kiranya perlu adanya evaluasi internal untuk melihat kualitas
Kinerja pegawai, yang nantinya dapat memberikan umpan balik bagi
perbaikan kinerja yang belum berjalan dengan baik.

2. Agar Indeks Penilaian Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi sesuai
harapan semua pegawai untuk meningkatkan tunjangan kinerja, maka
peneliti menyarankan perlu ada pemantauan terhadap pencapaian target-
target kinerja individu agar target kinerja organisasi yang ditetapkan
tercapai, bukan hanya berorientasi pada output tapi outcome ;
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3. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan
variabel-variabel lainnya yang belum dikembangkan dalam penelitian ini,
sehingga kedepannya mampu menyajikan hasil penelitian yang lebih baik

dari penelitian sebelumnya.
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